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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipekai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

kebudayaan Repubiik indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan

0593b/1987. Panduan transliterasi tersebut adalah-

A. Konsonan
No. Arab Nama Latin Nama
i } alif - Tidak dilambangkan
2. <~ ba’ b -
3. < ta’ t -
4, o sa’ s s dengan titik di atas
5. z jim 3 -
6. z ha' h ha dengan titik di bawah
7. ¢ kha’ kh -
8. . dal d -
9, 3 zal z zet dengan titik di atas
10. J ra’ . T -
1. J zai zZ -
12, o sin s -
13. U syin sy -
14. o= sad s cs dengan titik di bawah
15. U= dad d de dengan titik di bawah
16. b ta’ t te dengan titik di bawah
17. ) za’ z zet dengan titik di bawah
i8. & ‘ain ‘ koma terbalik di atas
i9. £ gain g -
20, b fa’ f -
1. S gaf g -
22. 4 kaf k -
23, 3 fam i -
24. 2 mim m -
25. o nun n -
26, 3 Waw W .
27, - ha’ h -
28, £ hamzah ’ apostrop
29, ] va’ y -




B. YVokal

Vokal Tunggal
No. | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
| — fathah a a
2. | e o kasrah i i
3. e — dammah u u
Vokal Rangkap/Diftong
No. | Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama
1. - fathah dan ya’ ai -
2. - fathah dan waw au -
Contoh
Eyaga : mandi® e gairy
Vokal Panjang (Maddah)
No. | Tanda Vokal Nama Latin Nama
i - fathah dan alif a a bergaris atas
2. & fathah dan alif layyingh a a bergaris atas
3. o kasrah dan ya’ i i bergaris atas
4. 3> dammah dan waw u u bergaris atas
Contoh:
O3 fupibbuna Gt afinsan

C. Ta’ al-Marbutah

Transliterasi Ta’ Marbut {ah hidup dengan “t”

Transliterasi Ta” Marbut {ah mati dengan “h”

Jika Ta” Marbut {ah ditkuti kata sandang #/ dan lafal kedua dipisah maka ta’
»

marbut {ah itu ditransliterasikan dengan “h

Contoh:

-

A )l : al-rahmah

D. Huruf Ganda (Syaddah atan Tasydid)
Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama
baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.




Contoh:

taake : Mubammad
3 : al-wudd
E. Kata Sandang “J «

Kata Sandang “J “ ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda

penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf gamariyyah maupun huruf

Syamsiyyah.

Contoh:

Ot LAY : al-Qur’an

Al : al-Sunnah
¥. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam
transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa
Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada

awal kalimat, nama din, setelah kata sandang *al”, dil.

Contoh:

At A ala¥) . al-lmam al-Gazali

all gl . al-Sab‘u al-Masani
. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (°) atau apostrof jika
berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika famzah terletak di depan
maka Hamzsh hanya ditransliterasikan harakatnya saja.
Contoh: (sl psie sl By’ “Ulam al-Din

H. Penulisan Nama
Peraturan tentang penulisan nama tidak diterapakan secara ketat, seperti:
G=a 8 3o biasa ditulis Abdurrahman atau Abd al-Rabmén.,



ABSTRAK

Komitmen Abdurrahman Wahid membangun negara demokratis dan
mewujudkan masyarakat madani/civil society tidak diragukan lagi. Begitu juga
dengan obsesi untuk menjadikan Indonesia vang utuh, anti kekerasan dan
menyantuni pluralisme. Hal ini sedikit banyaknya telah diimplementasikan pada
masa pemerintahannya.

Keberhasilan pemerintahan Abdurrahman  Wahid mengambil
keputusan-keputusan sebagai upaya menuju supremasi sipil sebagai acuan dasar
bagi hubungen sipil-militer di Indonesia. Minimalisasi peran militer di bidang
politik dijabarkan dalam kebijskan pemisshan Kementerian Pertahanan dan
Kementerian Politik dan Keamanan serta penempatan orang stptl dalam posisi
Menhan Kemudian pemisahan secara tegas Polri dan TNI

Kebijakan lainnya pun tidak kalah penting yaitu penghapusan Badan
Koordimasi Pemantapan Stabilitas Nasional {Bakorstanas) dan Lembaga
Penelitian Khusus (Litsus). Begitu juga dalam persoalan mutasi di tubuh militer,
dicopotnya Wiranto dari Menkopolkam dan penempatan Laksamana Widodo AS
(dari Angkatan Laut). Hal ini telah membuka wacana baru bahwa dari satuan
manapun bisa dan berhak menempati posisi tersebut karepa paradigama
sebelumnya hanya dari satuan Angkatan Daratlah vang berhak dan tepat
menempati jabatan tersebut.

Namun, sisi lain ketidakberhasilan pemerintahan Abdurrahman Wahid
pada masa pemerintahannya yaitu: adanya penambahan Kodam baru &i beberapa
daerah. Penambahan Kodam ini direncanakan hingga tahun 2006, berjumlah 17
Kodam. Penambahan ini tentunya memperkuat kekuasaan struktural TNI sebagai
indikasi bahwa TNI atau Militer masih sctengah-setengah  dan enggan

melaksanakan apa yang disebut dengan Supremasi Sipil.
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Selama 30 tahun ABRI berpolitik secara langsung dan 31 tahun
terakhir berkuasa secara intensif, ternyata hasiinya adalah kegagalan secara
mendasar meskipun di tabap awal itu membawa harapan bagi kemajuan
bangsa. Kegagalan ini sebagai akibat dari otoritarianisme kehidupan politik
yang ditegakkan atas dukungan ABRIL'

Di balik kegagalan itu, pelaksanaan peran ganda militer telah
membawa berbagai penderitaan bagi rakyat, terutama mereka yang menolak
bekerja sama, pengkritik sistem mendapat “"pengawasan” militer. Pengucilan
politik, manipulasi kekuasaan, intrik politik, pembunuhan politik oleh militer.
Tidak ada sedikitpun kekuatan di luar militer yang mampu mengoreksi aksi
politik curang tersebut.”

Setama Orde Baru, ABRI (sekarang TNI-POLRI) dihipnotis untuk
kepentingan status quo. Hal ini terlihat dari upaya penguasa Orde Baru,
Pertama: dikelnarkannya produk-produk hukum seperti UU No. 16 Tahun
1969 yang mengatur tentang peran ABR! dalam MPR, DPR, dan DPRD.
Dengan legitimasi hukum ini, ABRT dengan leluasa menguasai wilayah mana
saja yang dikehendaki: di kursi DPR, MPR, DPRD, jabatan Gubernur, Bupati,

Camat hingga dalam bidang olahraga pun tak luput dari genggaman ABRL

! Arbi Sanit, "Strategi Reformasi Dwifungsi ABRI”, dalam Syarief Magalela, dkk (ed),
Berpolitik atau Kembali ke Barak: Militer dalam Wacana Masyarakat Sipil, (Yogyakarta, Bigraf,
1999), him.183.

2 Ibid., hlm. 184,



Ironisnya, jabatan yang terakhir ini ditempati tanpa adanya seleksi vang
rasional, tapi yang terpenting ia berpangkat tinggi dalam militer/ABR! dan di
mata penguasa tidak memiliki "cacat”.

Kedua: ABRI dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan upaya politik
penguasa agar mendukung Golkar telah terbukti pada masa itu Golkar
memenangkan tujuh kali pemilu Orde Baru. Keeratan ABRI-Golkar ini,
menyebabkan sering terdengar ucapan bahwa ABRI adalah kader Golkar.
Andreas Pandiangan {1996) menggambarkan relasi ABRI-Golkar laksana
“iby" dengan "anak sulungoya" yang lebih diistimewakan dalam sebuah
“rumah tangga" yang di dalamnya juga tinggal "anak-anak bangsa lainnya".’

Ketiga: Keberpihakan ABRI kepada penguasa. Hal ini terlihat dari
penggusuran yang dilakukan oleh penguasa dan kroninya terhadap tanah dan
pemnukiman penduduk dengan ganti rugi ‘yang tak manusiawi, dan tatkala
mereka menuntut keadilan, maka yang pertama dihadapi adalah aparat
keamanan. Mereka pun akhirmya tak berdaya, apalagi dibarengi dengan
tuduhan "melawan pemerintah", PKI, atau dengan dalih bahwa semua itu
"demi pembangunan®, "demi kepentingan mmum" seperti contoh : tragedi
Nipah, Kedung Ombo, Kaca Piring dan sederet catatan hitam lainnya adalah
kenyataan yang tak akan hilang dari memori rakyat.*

Dapatlah dipahami bahwa ABRI tidak lagi berdiri di atas semua

golongan, yang berarti bukan lagi milik semua rakyat Indonesia melainkan

* Lihat Arbi Sanit........dalam Syarief Magalela (ed.}, Berpolitik atau Kembali ke Barak
Militer dalam Wacana Masyarakat Madani, him. viti-ix.

 Ibid.



| milik penguasa. ABRI teiah menciptakan hubungan yang retak antara partai
politik lain dengan Golkar, antara ABRI dan rakyat, antara pihak yang
ekonomi-politiknya kuat dan yang lemah dan lebih dan itu, ABRI telgh
memundurkan sekaligus menghambat laju arus demokratisasi di Indonesia.

Jadi, dalam keadaan ini praktis tidak ada kontrol politik yang efektf
terhadap pemerintahan Orde Baru. Ketidakefektifan kontrol ini terjadi baik
dari lembaga formal, yaitu legislatif, maupun yang datang dari kelompok-
kelompok oposisi. Pada saat yang sama, lembaga yudikatif pun praktis tidak
memainkan peranan kontrol yang substansial, mengingat keterbatasan—
keterbatasan struktural yang dimilikinya.

Maka sekarang ini, Dwifungsi ABRI diketengarai sebagai satu-
satunya pemicu akar permasalah kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti
di bidang politik, ekonomi dan hukum. Ituiah sebabnya gelombang reformasi,
rakyat menghendaki membumikan Dwifungsi ABRl/peran ganda kaum
militer. Alasan dasar mengapa Dwifungsi ABRI perlu direformasi tidak lain
karena ABRI telah keluar dari posisi, peran dan fungsinya sebagai alat negara
yang berkewajiban menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan
kelompok atau kekuatan politik tertentu. Dalam realitasnya ABRI justru
menjadi instrumen politik dan berposisi sebagai lembaga yang hanya loyal
pada penguasa. Karena itu ABRI seringkali terjebak pada penggunaan
kekerasan hanya untuk mengamankan penguasa. Selain itu, posist

ABRU/Militer sebagai alat penguasa telah menjauhkan diri dari rakyat, bahkan



ABRI cenderung memusuhi 1akyatnya sendiri. Hal ini bisa dibuktikan dari
beberapa (pelanggaran HAM) yang sering dilakukannya’.

Jika keterlibatan ABRI dalam politik tidak segera dipangkas habis
niscaya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkembang menuju sistem
negara demokrasi sampai kapan pun juga proses demokratisasi hanya sekedar
wacana tanpa realita. Belajar dari pengalaman pegar -negara lain, dapat
diasumsikan bahwa militerisme dan militerisasi akan menghambat demokrasi
bahkan pembangunan itu sendiri Tidak satu pun negara militeris dapat
membangun sistern ekonomi maupun pembangunan secara stabil, sebab
resources yang ada seperti anggaran negara tersedot untuk kepentingan
tersebut.® Sehingga upaya untuk menegakkan kontrol sipil atas militer di
Indonesia pun tak jauh berbeda né:s.ibnya dengan demokrasi.

Dari pemaparan masalah di atas ‘pen}fusun mengeksplorasi sejauh
mana implementasi demiliterisasi di Indonesia sebagai sistem terbaik
membatasi Militet/TNI-POLRY dari pentas politk sebagai alternatif
mengembalikan fungsi utamanya Di sini penyusun akan memakai pisau
analisis Figh ~Siyasah dengan memilih judn! Demiliterisasi di Indonesia
(Studi  Atas Kebijakan-Kebijakan Pada Masa Pemerintahan

Abdurahman Wahid )

* A Malik Haramain, "Gus Dur dan Reposisi Militer" dalam Khamami Zada (ed), Neraca
Gus Dur di Panggung Kekuosaan, Cet. 1 (Jakarta: Lakspedam, 2002), him: 69-70.

*M. Riefgqi muna , "Reformasi Sektor Keamanan, Demiliterisasi dan Demokratisasi” )
makalah  disampaikan pada seminar dan peluncuran buku “Demiliterisasi, Demokrasi dan
Desentralisasi”, oleh IRE, di Gedimg UC UGM Yogyakarta §2 jum 2002.
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B. Pokok Masalah
Agm’ pembahasan dalam kajian ini mempunyai fokus yang jelas dan
~terarah, .maka pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikéji
mutlak déper}ukan. Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah:
Bagaimanakah Demilitenisasi  di Indone;sia pada masa Pemerintahan

Abdurrahman Wahid?

. Tujuan dan kegunaan
Adapun tujuan dilakukannya kajian ini adalah : Mengimgkap Proses
'dezﬁiliteﬂsasi & Indonesia pada masa pemerintahén Abdurrabhman Wahid.
Sedangkan .kegunaan dari kajian ini yang hendak dicapai penyusun
mengharapkan :
1. Dapat memperkaya khasanah kepustakaan hukum Islam terutama dalam
bidar;g Figh Siyasah |
2. Hendaknya dapat menjadi studi komparatif atau studi lanjutan bagi pihak —
pthak yang ingin mendalami lebih jauh niengenai permasalahan yang

berkaitan dengan objek pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka
Demiliterisasi adalah penarikan kembali pasukan dari daerah yang

dikuasai hingga dikuasai oleh sipil  atan pembebasan dan  hak



militer/pendudukan militer.” Dalam kajian ini, upaya penelusuran yang
dilakukan terhadap beberapa literatur, tidak banyak yang didapatkan. D1 antara
skripsi yang hampir sama dengan pembahasan ini adalah Saeroni yang
berjudul: "Wacana-wacana "Civil Society" dalam Pemikiran Islam Indonesia
{(studi atas pemikiran Abdurrahman Wahid).® Namun kajian Saecroni masih
dalam dataran teori tentang civil society Abdurrahmén Wahid. Karena
menurut beliau jalan menuju demokratisasi adalah menumbuhkan suburkan

" Civil Society bagi kalangan rakyat bawah. Jadi perbedaan mendasai dari
skripsi penyusun adalah tidak lagi mengenai toeritis melainkan langsung
dalam dataran praktis/ implementasi.

Selain ity skripsi yang disusun oleh Zaenul Arifin berjudul” deskripsi
demokrasi ménurut K.H.Abdurrahman Wahid".® Dalarﬁ skripsinya, Zaenul
Arifin lebih memfokuskan terhadap buah pikir tokoh bahwa demokrasi
sebagai kondisi di mana kebebasan berpendapat benar-benar dijamin Undang-
‘Undang, sebab kebebasan berpendapat merupakan salah satu esensi
demokrast. Karena bagi Abdurrahman Wahid nilai terpenting dari demokrasi
selain syura/musyawarah juga terdapat di delamnya kebebasan, dan keadilan.
Adil dalam arti terbukanya peluang bagi semua orang dan berarti juga
kemandirian untuk mengatur dirinya sendiri/adanya otonomi setiap individu

yang bertanggung jawab.

7 Pius A. Partanto, M Dahlan Al Barry, Kamus Imiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994),
him, 99.

8 Saeroni,"Wacana-wacana Civil Society dalam Pemikiran Islam (Studi atas pemikiran
Abdurrahman Wahid), Skripsi tidak diterbitkan (Jogjakarta: IAIN Fakultas Syari'ah ,2001).

? Zaenu} Arifin, "Deskripsi Demokrasi menurut K. H. Abdurrahman Wahid", Skripsi tidak
diterbitkan { Jogjakarta: IAIN Fakultas Syari‘ah, 2004). .



Literatur yang hampir sama kajianﬁya dengan penyusun adalah
Khamami Zada dalam bukunya berjudul "Neraca Gus Dur di Pangurg
Kekuasaan”,”® ia  menyoroti semua kebijakan-kebijakan Gus Dur secara
umunm ketika menjadi Presiden. Sementara penyusun, di sini akan mengangkat
tentang kebijakan-kebijakan Gus Dur pada masa pemerintahannya yang
berkaitan déngan wacana-wacana demiliterisasi.

Demikian pula buku Mohammad Mahfud MD. berjudul "Setakun
Bersama Gus Dur"'' ia juga menyoroti kebijakan-kebijakan Gus Dur selama
menduduki kursi kepresidenan, hanya saja Mohammad Mahfud MD
menguraikan kandungan isi buku tersebut ‘perdasarkan pada pengalaman
pribadi beliau selarﬁa menjadi Menhan.

Sutoro Eko dalam makalah berjudul "Demiliterisasi, Demokrasi dan
Desentralisasi” bahwa demiliterisasi, demokrasi dan desentralisasi adalah tiga
pilar utama dari agenda reformasi yang harus selalu diperjuangkan. Namun
dalam makalahnya itu, baru dalam dataran teoritis dengan menentukan
strategi-strategi perguliran wacana di atas..”

Abdul - Gaifar Karim, dkk, dalam Purwo Santoso, (ed), Melucuti
Serdadu Sipil: Mengembangkan Wacana Demiliterisasi dalam Komunitas

Sipil, memetakan militerisme ke dalam tiga wacana, yaitu perfama. wacana

1 Khamami Zada (ed), Neraca Gus Dur & Panggung Kekuasaan, Cet.l (Jakarta:
Lakspedam, 2002).

i Mohd Mahfud MD, Setahun Bersama Gus Dur : kenargatt menjadi menteri di saat
sulit, Cet.I { Jakarta: LP3ES, 2003).

12 gutoro Eko, "Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi”, dalam seminar sehari dan
petuncuran buku: Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi, diselenggarakan oleh Sewindu
IRE Yogyakarta di Gedung UC UGM Bulaksumur tanggal 12 Juni 2002,



. pro militerisme, berisi argumen-argumen yang mengiyakan dan setuju dengan
praktek-praktek militeristik. Kedua: Wacana kritis militerisme, dengan
melihat kelemahan-kelemahan terhadap praktek dan pola militeristik. Ketiga
Wacana anti militerisme, yang berisi argumen-argumen negatif terhadap

- makna militeristik bagi demokratisasi. Kajian ini tidak jauh berbeda dengan
kajiannya Sutoro Eko, dimana ia mengomentari isu-isu militeristik yang
berkembang dan praktiknya baik di perguruan tinggi maupun masyarakat.

Nurcholis Madjid dalam bukunya yang f)ez}'udulz ”Kerangk& Dasar

Masyarakat Madani" dalam Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid
Terhadap Pendidikan Islam Tradisional. Nurcholis Madjid memaknai
'ma'syarakat madani adalah bentuk masyarakat yang mengisyaratkan identitas
"bersama”. Masyarakat dengaﬁ hak dan kewajibannya sebagai bagian yang
utuh, dimana hak-hak azasi masyarakat sebagai warga negara mendapatkan
pengakuan oleh negara dan sebaliknya setiap warga negara juga dituntut untuk
memenuhi kewajibannya kepada negara.'* Nurcholis Madjid menawarkan
"jalan tengah" berupa masyarakat madani sebagai mediasi dari kebudayaan

"Barat" dan "Islam".

13 Abdul Gaffar Karim, dkk, "Sengketa Wacana", dalam Purwo Santoso, (ed), Melucuti
Serdadu  Sipil: Mengembangkan Wacana Demiliterisasi dalam Komunitas Sipil, CetI, (
Yogyakarta: Fisipol UGM Yogyakarta, 2000).

™ Nurcholis Madjid, ""Kerangka Dasar Masyarakat Madani® dalam, Modcrnisasi
Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional, (Jakarta: Ciputat
Press, Tt), him, 39



E. Kerangka Teoritik

Asumsi dasar bahwa di negara manapun, bila militer terlibat dafam
urusan politik secara institusi, maka selalu muncul permasaighan, karena
militer adalah pengendali alat kekerasan: senjata, pesawat tempur, kapal
perang, mobil tank dan sebagainya. Demokrasi akan runtuh bila muliter
berpolitik secara intitusi, di Indonesia Dwifungsi mengajarkan bagaimana
militer hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan dan
mengamankan kekayaan, sebagai contoh: kasus pembunulian mahasiswa dan
buruh yang berunjuk rasa oleh militer."

Sejatinya perguliran wa_caﬁa demtliterisast banyak dipengaruhi oleh
atmostir demokratisasi, contohnya, di Indonesia indikator wacana ini dengan
bergulimya  gelombang reformasi sehingga kian maraknya tuntutan
transparansi dan demokratisasi di atas peran sosial politik Militer/TNI
memaksa mtitusi ini kembali ke asal mulanya (back to basic).

Persepsi masyarakat mempersoatkan Dwifungsi ABRI secara common
sense dapat dikemukakan beberapa faktor, pertama: perubahaz} yazig terjadi
dalam dinamika pola pikir masyarakat yang telah memunculkan semangat
perubahan terhadap tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat,
termasuk pembaruan kedudukan dan peran yang dijalankan ABRI dalam tata

- kehidupan ini.'® Kedua: Tidak tertutup kemungkinan mereka yang

¥ M. Ghufran H. Kordi K, "Militer Profesional dan Demokrasi" dalam Syarief Magalela
(ed.), Berpolitik atau Kembali ke Barak Militer dalam Wacana Masyara/(at Moadani, {Yogyakarta:
Bigraf, 1999}, him, 233-234.

6 Atantya H. Mulyanto, "Mengkaji Kembali dikotomi Peran Sosial Politik ABRI",
datam Syarief Magalela (ed ), Berpolitik atau Kembali ..... him. 86.
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mempersoalkan Dwifungsi ABRI ini terpengaruh oleh paham liberal yang
" memandang militer sebagai kekuatan profesional an sich (kekuatan
pertahanan keamanan saja).”’ Dan keriga, dalam tubuh ABRI sendiri terjadi
perubahan perkembangan, karena pezfomzancé ABRI atau sebagian anggota
ABRI yang terlalu bersemangat dalam menjalankan fungsi sosial-politiknya
sehingga terkesan arogan, hendak menguasai.’

Jadi secara teoritis, berbagar kemajuan yang telah dicapai dalam
pembangunan nasional akan meningkatkan kehendak masyarakat untuk
berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagai aktualisasi atas eksistens:
dirinya. Secara eksplisit, partisipasi tersebut akaﬁ diikuti oleh berkembangnya
cara berpikir dan bersikap yang semakin kritis serta cara bertindak yang
semakin rasional. Perubahan sosial politik yang terjadi sebagai hasil
pembangunan nasional, selain menghasilkan pembaruan cara pandang
masyarakat terhadap realitas kehidupan sosial politik yang mereka hadapi,
pada gilirannya juga akan menetaskan kehendak untuk mempengaruhi tata
kehidupan sosial politik itu sendiri.

Karena sebuah wacana tidak dapat lepas dari kon{eks di mana wacana
itu muncul. Dengan kata lain, setiap wacana pada dasarnya memiliki
pendasaran sosial atau memiliki kognisi sosial. Sebab wacana tidaklah netral
dari beragam kepentingan dan kompleks ideoiogi. Layaknya bahasa bukanlah

sekadar alat menyampaikan buah pikiran melainkan juga cara membentuk

17 1bid. hlm. 86.

8 Ibid.
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realitas. Ringkasnya, senantiasa harus ada relasi kuasa yang bisa ditemukan
dalam setiap wacana. Dengan demikian, wacana militerisme sesungguhnya
Juga mencerminkan seberapa mendalam hegemoni nilai-nilai militeristik ada
dalam negara/masyarakat. Dari sinilah, mengapa peran politik militer mampu
bertahan dalam kurun waktu yang lama. Yang tak kalah pentingnya juga bisa
dipahami bagaimana reproduksi militerisme sebagai dampak keterlibatan
militer yang mengintervensi wilayah sosial dan politik'’.

Dapat dibedakan wacana militerisme dalam tiga kategori utama,
yakni, pertama. Wacana yang pro militerisme, adalah wacana yang berisi
argumen-argumen  yang mengiyakan, membela, membenarkan dan
membiakkan simbol-simbol, praktik-praktik dan cara kerja yang militeristik.
Kedua: Wacana i.critis terhadap militerisme adalah wacana yang yang mulai
melihat kelemahan-kelemahan atau ekspresi ketidakpuasan terhadap praktik
dan pola militeristik yang berlaku. Kefiga: wacana anti militerisme adalah
wacana yang berisi argumen-argumen yang memiliki kesadaran penuh
terhadap makna negatif miliiterisme dan telah memahami secara substansial
bahaya militerisme bagi demokrasi, sehingga melawan militerisme.”

| Nurcholis Madjid mengatakan Demokrasi, Masyarakat Madani, "Civi!
Society" dan Civility adalah sebagai satu kesatuan dalam rumusan masyarakat
madani. Menurutnya, jika demokrasi -sebagai dipahami di negara maju- harus

mempunyai "rumah”, maka rumahnya adalah masyarakat madani (Cwil

' Abdul Gaffar Karim, dkk "Sengketa Wacana" dalam Purwo Santosc (ed), Melucuti
Serdadu... hlm. 124

® rbid., him. 125.
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Society), sedangkan civility merupakan kualitas etk yang dﬁmi‘iiki oleh
masyarakat,”’ Nurcholis Madjid lebih lanjut mengatakan ~ Nabi Muhammad
telah memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun masyarakat
‘madani (masyarakat beradab) dengan mereformasi sosial-kultural masyarakat
Yatsrib yang kering dari nilai-nilai etika dan tidak mengindahkan hak-hak
‘azasi perseoréngan dengan tatanan masyarakatnya yang kacau.”? Dapat
dipahami Nabi Muhammad dalam kepemimpinannya itu menggunakan suatu

sistem yang disebut demokrasi dalam Islam. Firman Allah.

U5, Wy agin (503 on i)y 3 pkiall 1By 08 ) 1l 0
2.3O "'_."

ZSU"-'{J&J" {;ﬁ ic"...\.h‘.s" V,,;.,\.Ss \}S é.}ja»_}j 5\1‘% S E;b.*

Dari ketiga ayat tersebut dépat ditegaskan beberapa prinsip :
1. Kedaulatan adalah di tangan rakyat ( umat)

2. Bentuk pemerintahan adalah berdasarkan Musyawarah { Syura)

2 Yasmadi, Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Medjid terhadap Pendidikan Islam
Tradisional, (Jakarta: Ciputat Press,tt), him, 15

2 Ibid., hlm, 16.
2 Al-Syuraa (42} - 8
2% Ali-Yraran (3) : 159

25 Bara’alyTaubah (9) : 1
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3. Kepala pemerintahan adaleh Imam atau khalifah, yaitu pelaksana Syari’ah
{ajaran [slam).
4. Kepala pemerintahan diangkat dan diberhentikan oleh rakyat (umat).*®

Imam Razi berkata saat menafsirkan ayat Al-Qur’an

T oSe oW gl J g I srdbol g 1 Vgabol el 01 Ly

Perintah Allah swt untuk taat di sini bersifat pasti. Dan siapa yang

- diperintahkan untuk ditaati haruslah sosok yang ma'sum, sehingga perintah

Allah itu tidak membawa pada perbuatan yang salah dan mengikuti kesalahan

itu. Kemudian dia mengatakan bahwa sosok yang maksum itu tidak dapat

dicemlinkan'seorang individu atau sebagian umat, namun mferupakan bentuk
kolektit umat itu, yang terwakilkan dalam diri ahli ijtihad.

Firman Allah Surat An-Nisa® (4): 59 dapat dijadikan dalil atas
validitas Ijma’ sebagai sumber hukum. Disimpulkan dari situ bahwa yang
dimaksud dengan w/il amri itu adalah ah! al-haili wa al-"agdi, dari ulama” umat
yang mampﬁ berijtihad dan menyimpulkan hukum, jika mereka bersepakat
dalam sesuatu.”®

Muhammad Abduh menyamakan a#/ al-halli wa al-'agdi dengan ulil
Amri yang disebut dalam Al-Qur’an suraf An-Nisa’ : 59. 1a menafsirkan Uli/

Amri atau ahl al-halli wa al-'aqdi sebagal kumpulan orang dan berbaga:

%8 Khoiruddin Nasution,” Islam dan demokrasi”, Asy-Syir'ah, vol. 36, NO. I (2002), him.
46-47.
27 Qurat An-Nisa’ (4) : 59

% M. Dhiauddin Rais, Teori Politik, him. 308.
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profesi- dan keahlian yang ada dalam masyarakat™ ah/ a/-halli wa al-'agdi
lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksgma syura. Syura merupakan suatu
prinsip tentang cara pengambilan keputusan secara eksplisit ditegaskan oleh
Al-Qur’an surat Asy-Syura (42) : 38.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai sekedar salah satu elemen
demokrasi dan sesuai pula dengan kenyataan bahwa Islam menetapkan syura
baru dalam bentuk prinsip umum yang penjabarannya diserahkan kepada umat
pada setiap masa dan tempat, maka semata-mata Sywra tidak dapat menjamin
tegaknya kehidupan yang demokratis. ‘.S'yu}a akan berhasi! jitka memang
tersedia situasi dan kondisi yang kondusif, yakni ketika elemen-elemen
demokrasi yang lain seperti kesetaraan, pertanggungjawaban, keadilan dan
kebebasan benar-benar telah tegak dalam masyarakat. Tanpa tersedianya
situasi dan kondisi semacam itu, mustahil untuk mengharapkan
berlangsungnya Syura dengan demokratis.™

Menurut Hasan al-Turabi ;. Sebagian Orang mengartikulasikan
demokrasi semuanya dan bukan didasarkan pada hakekat maknanya secara
gramatikal-yakni pemerintahan oleh rakyat-bahkan juga bukan bagaimana
demokrasi diartikan di barat. Sepanjang sejarah perjalanannya di barat, kata
demokrasi dikaithan erat dengan sekularisme dan hal itu tentu saja

bertentangan dengan sifat gerakan Islam. Dengan politk yang amoral

¥ 3. Suyuthi Pulungan, Figh Sivasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, cet. H1
{(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997). Him. 68.

% A Malik Madany,”Syura sebagai elemen penting Demokrasi”, Asy-Syir'ak, Vol. 36,
NO. 1 (2002), him. 77-78. '
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demokrasi tentu saja menjadi sesuatu yang ditentang. Sama sekali jauh dari
sifat-sifat agama.’’ |

Tujuan demokrasi dalam Islam adalah menolak diktatorisme yang
berkuasa, menolak kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang, yang pada
saat sekarang lazzm disebut 7iran. Karena maksud dari demokrasi ialah
pemberdayaan rakyat untuk memilih para penguasa seperti mereka kehendaki,
memperhitungkan  perilaku  mereka, menolak perintah mereka jika
bertentangan dengan undang-undang negéra, yang jika di Istilahkan menurut
Islam : Jika mereka kepada kedurbakaan. Mereka berhak mencopot para
penguasa i1tu jika menyimpang, tidak mau menerima nasehat dan peringatan.”

Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan, melawan
penindasan, menolak eksploitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia
dari praktek-praktek ekonomi dan politik tidak bermoral. Substansi
ditegakkannya nilai dan praktek demokrasi adalah dalam ﬁpaya mewujudkan
kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Dan ini secara nyata tercermin dan

. dipraktekkan oleh Nabi dan al-khulafa ar-Rasyidun pada masa awal Islam.®

! Hasan Al-Turabi, Figih Demokratis dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme
Populis, terjemahan dant Tojdid Al-Fikr Al-Islam slih bahass Abdul Haris dan Zaimul Amy, cet. |
{Bandung: Arasy,2003), him. 175-176.

2 vusuf Al-Qardawy, Figih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah,
terjemahan dari Min Fighid Daulah Fil-Islam alih bahasa Kathur Suhardi, cet. T (Jakarta:Pustaka
Al-Kautsar, 1998), him. {95.

3*Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi,
cet. I (Yogyakarta:Pustaka Pelgjar, 1999), him. 16,
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Kebijakan Muhammad di atas sesuai dengan perintah menegakkan g/~
Amr bi  al-ma’ruf dan al-naky ‘an al-munkar dengan tujuan mengayomi
kehidupan umat, melayani dan menjaga kemaslahatan bersarna firman Allah:

. Sy o a i 4 s o
5 Osgus J}ﬁlb SEPUITEI S SPERTES-Y e S

.1

24&}7&)&.&% ,\.,_b w}iﬁ ,/5\;33

Begitu juga Rasullulioh mengingatkan:
A pgan O s gy o 1l B ST, s o
P, edis o lany

Dan dasar kaidah fighiyah berbunyi

35&._,;.-3_} j.gﬁ 4.’\1'2 &_...z—ij_h r_::g',‘jb

Karena kajian ini merupakan Kkajian siyaseh syar Jyah sebagaimana
tujuan magasid al-syar 7ah adalah untuk terciptanya kemaslahatan bagi
masyarakét luas. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan siyasah syarfyah
sebagai wewenang penguasa/pemimpin dalam mengatur kepentingan umum
negara Islam sehiﬁgga tejamin kemaslahatan dan terhindar dari segala

kemudharatan dalam batas-batas yang ditentukan syere’ dan kaidah-kaidah

** Ali-Tmran (3) : 104.

* Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Swrzamya dari hadit Abu Bakar. Imam Ahmad
dan para ashabusunan juga meriwayatkanya, Turmudzi mengatakan hadist ini adalah hasan
Shahih. Dikutip dari Yusuf Qardhawi, Figh Negora, alih bahasa Syafriel Halim, Cet.
1,(Jakarta:Robbani Press, 1997), him. 191.

% Abi Muhammad 'Izz al-Din 'Abd Al-'Aziz Iba 'Abd al-Salam al-Salami, Qawa’d al-
Abkam fi Masalib al-Avam, (Mesir: al-Tstigafah, 1.1) I him. 11
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umum yang berlaku sekalipun upaya ini fidak sejalan dengan 1ijthad

ulama,’’maka kemasiahatan merupakan tujuan utame dalam politik Islam.

F. Metode Penelitian
Dalam kajian yang akan dibabas nanti, penyusun menggunakan
metode penelitian sebagai berikut:
a. Jenis Penelitian
Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka
(library reséarclz), artinya penelitian yang diarahkan pada penelaahan dan
pembahasan-pembahasan terbadap sumber-sumber kepustakaan, makalah
yang ada relevansinya dengan masalah tersebut.
b. Tipe Peneclitian
Penelitian im bersifat deskniptif dan eksplanatoris., vaitu dengan
mendiskripsikan sifat-sifat tokoh tersebut hingga ke akar-akarnya serta
peristiwa-peristiwa yang ter_iadx-' di sekitar tokoh.*® Penelitian tipe ini
adalah termasuk penelitian sejenis hukum dan sosial.
¢. Tehnik Pengumpulan Data
Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaén, maka tehnik

pengumpuian data yang digunakan adalah dengan cara membaca,

37 Abdul Aziz Dahlan, dkk, (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Boven, 1996), V: 1926 "Siyasah Syariyyah”.

** Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, Metodologi Penelition Sosicl, cet. TIL,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2002), him. 81.
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menelaah, memahami serta mempelajari referensi-referensi yang ada

kaitannya dengan pembahasan baik data-data primer maupun skunder.

. Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terhimpun, maka data tersebut
diidentifikasi dan dianalisis secara deduktif dan induktif. Deduktif adalah
menggunakan data yang bersifat umum, kemudian diolah dan mengambil
faktor khusus schingga dapat diambil kesimpulan khusus. Sementara
induktif adalah metode yang mempelajari cara-cara penclaran yang benar,
berawal dari hal-hal yang khusus yaﬁg bersifat boieh jadi atau mungkin,
juga fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik
generalisasi—generalisasi yang mempﬁnyai sifat umum,*’

. Meiode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif dan sosiologi. Normatif di simi adalah suatu usaha
untuk menjelaskan pendapat—pendapat tokoh tersebut manakala menelaah
dari sisi hukum Islam {figh), hal ini penting karena kajian ini merupakan
satu bagian dalam kajian hukum Islam khususnya figh siyasah. Adapun
pendekatan sosiologi dimaksudkan di sini adalah bahwa setiap produk
pemikiran pada dasarnya merupakan hasil interaksi si pemikir dengan

lingkungan sosio kultural dan sosio politik yang mengitarinya.

* Sutrisno Hadi, Methodologi Research, (Yogyakarta: UGM, 1996), him. 42.
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G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan skripsi nanti lebih terarah daﬁ memberikan
gambaran yang jelas, penyusun membagi pembahasan ke déiam fima bab
yang masing-rﬁasing terdiri atas sub bab dan anak sub bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan, terdiri dari tuyub sub bab,

 yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, twjuan dan kegunaan, telaah
pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Sémua sub bab tersebut dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan
yang akan dikaji oleh penyusun.

Bab kedua, memaparkan gambaran umum masalah yang
mendiskripsikan tentang sejarah berdirinya militer dan munculnya militerisme
pada masa pemerintahan Orde Baru.

Bab ketiga, mengulas biografi singkat Abdurrahman Wahid, yang
meliputi latar belakang sosial politik dan ide’ demokrasinya, setelah itu
memaparkan aphikasi kebijakan-kebijakan strategis masa pemerintahannya
sebagai upaya menumbuhkan civi/ sécz‘ety. |

Bab keempat, menganalisis demiliterisasi pada masa pemernntahan
Abdurrahman Wahid, meliputi faktor pendukung dan penghambat, format
hubungan sipil-militer serta relevansinya dengan arus demokratisasi di
Indonesia yang disertai dengan argumentasi secara kuat dan benar.

Bab kelima, merupakan bab penutup dimana penyusun mereduksi dari

hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran.



BABY
PENUTUP
A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan-pembahasan sebelumnya ada beberapa hal
peﬁting bagi penulis selama pemerintahan Abdurrahman Wéhid seputar
keterlibatan militer dalam politik. Ada beberapa catatan penting mengenat
serangkaian perubahan militer dengan sipil. Sekiranya dapat ditarik kesimpulan
diantaranya:

Pertama, perubahan mendasar seputar visi TNI, kondisi 1
menghantarkan TNI menyadari bahwa doktrin dwifungsi ABR! selama ini telah
mengalami distorsi penafsiran yang cukup serius selama Orde Baru. TNI tidak
lagi berusaha aktif dalam politik praktis dan bersikap netral terhadap partai-partai
politik. Selain itupun dalam meyelesaikan persoalan negara, TNI tidak selalu di
depan dan mendominasi.

Kedua, perubahan visi tersebut dibarengi dengan perubahan-perubahan
i)ada tingkat yang lebih operasional. Peruba’han' ini ditunjukan oleh kebijakan
penghapusan staf politik menjadi staf teritorial dan penghapusan penugaskaryaan
TNI Sedangkan perubahan dari eksternal dimutai dani realisasi pemisahan Polri
dari kelembagaan TNI dan memberdayakan Poln dalam mengatasi persoalan
internal negara serta mengkonséntrasikan TNI dart tugas ‘pertahanan negara
(eksternal) kemudian melakukan pemisahan jabatan kementerian pertahanan

(Menhan) dan jabatan kementerian politik dan keamanan (Menkopolkam) serta
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penempatan orang sipil sebagai Menhan. Selain itupun Pemerintahan melikuidasi

Bakorstanas dan Litsus.

B. Saran-saran

Agar proses demiliterisas/ di Indonesia dapat terwujud, maka perlu
adanya upaya oleh segenap elemen masyarakat terutama sipil dan militer untuk
berkiprah dalam politik negara harustah:

1. Bgalitarianis, dengan sikap ini nilai dan &rajat kemanusiaan semuanya
dipandang sama. Karena prinsip egalitarianisme merupakan faktor yang
sangat penting dalam memerankan kemajuan kehidupan scsial politik suatu
bangsa.

2. Pemberian penghargaan kepada seseorang berdasarkan prestasi, bukan prestise
semisal, keturuman, kesukuan, ras dan lainnya. Maksudnya ialah yang
terpenting adalah kemampuan/kredibiitas, bukan dilihat dari mana seseorang
1tu apakah militer ataukah tidak. Karena menafikkan prinsip ini berarti tidak
memperhatikan kualitas sumber daya manusig yang menjadi motor penggerak
dari seluruh aktivitas sosiai=poiiﬁk. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: "bila
suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka nantikan
saja kehancurannya”.

3. Adanya keterbukaan untuk berpartisipasi bagi seluruh anggota, masyarakat.
Karena dengan prinsip ini membuka peluang bagl masyarakat untuk ikut

memikirkan bangsa dan negara dengan cara urun rembuk, menyalurkan
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aspirasinya kepada pihak penguasa sebagai wakilnya untuk membangun
kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih maju dan sejahtera.

Para anggota TNI sendiri harus benar-benar menghayatil demokrasi sebagai
"cara hidup" (way of life). Tanpa penghayatan seperti itu maka usaha
menegakkan supremasi sipil akan menjadi palsu, seperti patung tanpa jiwa. Di
mana-mana termasuk di negara Indonesia demokrasi terhalang oleh mereka
yang mengaku "demokrat” namun tidak menunj@can sikap pribadi yang tidak

demokratis.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRANI
TERJEMAHAN TEKS ARAB DAN TEKS INGGRIS
NO | FN {HLM | ’ TERJEMAHAN
BABI

1 23 112 Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan
mendirikan sholat, sedang wrusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarah antara mercka; dan mereka
menafkahkan sebagian dari nzki yang kami berikan kepada
mereka. : '

2 124 |12 |Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi
mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
int ‘

3 25 112 (Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan
Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin
yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

4 27 |13 Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu sekalian kepada
Allah, Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara
kamu sekalian.

5 34 116 Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang

' menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan
mencegah dari yang munkar

6 |35 |16 Bila masyarakat melihat perbuatan zalim, lalu mereka tidak
mencegahnya, maka Allah akan memberikan hukuman
secara umum

7 136 |16 Menvempurnakan  sesuatu  adalah wajib  maka
mengusahakannya juga wajib

BABII
i 24 132 Tujuan Nasional dengan menyampaikan pidato jalan tengah

pada waktu itu adalah memperjelas posisi tentara dalam
negosiasi yang tengah berlangsung di Dewan Nasional. Isu
vang tengah diperdebatkan adalah ‘tentang status tentara
sebagai golongan fungsional yang akan memperbolehkan
para perwira secara sah untuk berperan dalam pemerintahan
dengan atau tanpa keadaan darural.
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BABIV

Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah
orang-orang yang salah.

Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami
kami lemparkan mereka ke laut. Maka lihatlah bagaimana
akibat orang-orang yang zalim.

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebaikan dan tagwa, dan jangan tolong menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran.

Sesungguhnya kami teiah menurunkan kitab kepadamu,
supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang
telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu
menjadi penantang (orang-orang yang bearkhianat)

Suatu bangsa tidak akan disucikan bila tidak menerapkan
keadilan; kaum lemah di kalngan mereka tidak mampu
mendapatkan haknya dar1 kaum yang mampu tanpa
goncangan.

Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum
kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih
tahu kemashlahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan
jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi
saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mnegetahui segala
apa yang kamu kerjakan.

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.

Kebijaksanaan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu
harus disesuaikan dengan kemaslahatan.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu
sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di
antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Mnegenal.

| Dan orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka

mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak
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cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi

sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia
terikat dengan apa yang ia kerjakan.

Manusia itu adalah umat vang satu, {setelah timbul
persclisthan) maka Allah mengutus para Nabi sebagai
pembert kabar genbira dan pemberi peringatan dan Allah
menurunkan bersama kitab dengan benar, untuk memben
keputusan di antara merekayang diperselisihkan. Tidaklah
berselisih tentang kitab itu orang telah didatangkan kepada
mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki
antar mereka sendirt. Maka Allah membert petunjuk bagi
orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang yang
mereka selisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah
selalu memberi petunjuk orang vang dikehendaki-Nya
kepada jalan yang lurus.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan
berbuat kabajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah
meiarang dani perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu
dapat mengambii pelajaran.

Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan-Nya
dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarah antar mereka menafkahkan sebagian
dari rezki yang kami bertkan kepada mereka.

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah
Rosul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Jika kemudian
kamu  berlainan pendapat tentang sesuatu = maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosulnya (
sunnahnya ).Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan iebih baik akibatnya.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamv menyampaikan
amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran vang sebaik-batknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Hai manusia, sesungguhnya kami mencipfakan kamu dari
seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

I



kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di |
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertagwa f
di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Mengenal. z
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LAMPIRAN II

1)

2)

3)

BIOGRAFI TOKOH

Muhammad Abduh (1849-1905) adalah ulama' pembaharu Mesir yang
dianggap sebagai arsitek modernis Islam. Tahun kelahiran Muhammad
Anduh bertepatan dengan kematian Muhammad 'Ali petualang Al-bania
pembangunan Mesir modern. Rezim 'Ali - dalam konteks politik
;menciptakan isu-isu perubahan modern secara intelektual berkaitan
dengan keperintisan Abduh sebagai jurnalis, teolog, ahli hukum dan dalam
kurun waktu enam tahun terakhir kehidupannya sebagai Mufii besar
Mesir. Karir awalnya berdasarkan sufisme tarekat Syadziliyah, praktik
dzikir, dan ta'widz. Studi studi universitasnya mengukuhkan tidak hanya
sebagai seorang ‘alim yang disegani, tetapi juga menyandarkan dia dari
belenggu Taglid (keterkaitan pada tradisi) yang kemudian menjadi sumber
energi pembaharuannya. Meskipun secara intelektual meninggalkan latar
belakang sufinya, dia tetap menanamkan kualitas kesalehan pada
kehidupan akademisnya untuk pembebasan dani dampak Taglid yang
rusak.

Hasan al-Turabi lahir di Kassala, Sudan Timur pada 1932, dari keluarga
yang memiliki tradisi panjang dalam pengajaran Islam Sufisme. Sebagai
sosok pemikir, Ulama, Intelektual sekaligus sebagai politikus terkemuka di
negeri Sudan. Dia merupakan pembaharu utama Republik Islam Sudan.
Karier politknya dimulai sejak ia memimpin A/l-/khwan Al Muslimun
Sudan (1964) dan menjabat sekretaris jenderal ls/lamic Carter I'ront. Pada
1969, setelah berlangsungnya upaya kudeta oleh kaum kiri terhadap rezim
Numeiri, untuk pertama kalinya dia mendekam di penjara Sudan hingga
1977. Akibat perunahamn kebijakan Numeiri, Turabi diangkat menjadi
Jaksa Agung dari tahun 1979 hingga 1982 dan menjadi kepala penaschat
masalah-masalah diluar negeri hingga Maret 1985. Pada 1988 Front
Nasiona} Islam {NIF) yang dipimpinya berkoalisi dengan pemerintahan
Sadiq A/~ Mahdi dan mengantarkannya menjadi Deputi Perdana Menteri
dan Menteri Luar Negeri. Sejak pemilu 1996, dia menjabat ssbagai ketua
parlemen. Pada Februari 2001, dia ditahan atas tuduhan (yang kurang
bukti) berkhianat kepada negara.

Abdurrahman Wahid adalah seorang pemikir, penulis dan politisi Islam
Indonesia. Dia merupakan salah satu pemimpin intelektual muslim yang
paling berpengaruh di Indonesia dewasa ini. Dia juga merupakan seorang
kolumnis terkenal masalah budaya, sosial dan politik yang mendorong
kontribusi Islam pada pluralisme, keadilan sosial dan demokrasi. Dia
addalah mantan presiden Republik Indonesia (20 Oktober 1999 hingga 22
Juli 2001) dan mantan ketua Umum Tanfidziyah NU (Nahdatul Ulama’).
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~ Sebuah organisasi Ulama' tradisional dengan puluhan juta pendukung,

4)

3)

sebagaian besar adalah penduduk pedesaan.

Nurcholish Madjid adalah seorang cedekiawan Indonesia dan pendukung
toleransi agama. Di lahirkan di Jawa Timur, Nurcholish merupakan
keturunan salah satu kelvarga cendekiawan Islam yang paling di hormati
di Indonesia. Dia di didik di pondok pesantren dan di Sekolah Modern
Gontor. Beliau menerima gelar kesarjanaan dari Institut Agama Islam
Negenn (IAIN) di Jakarta pada {968. Dari 1966 hingga 1971 menjabat
sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Beliau belajar di bawah
bimbingan fazlur Rahman di Universitas Chicago dan menerima : gelar
doktor pada 1984 dengan disertasi mengenai pemahaman Ibn tatmiyah
tentang hubungan akal dengan wahyu Pada awal 1990-an, Nurcholish
memegang janatan Institut Agama Islam Negeri Di Jakarta dan Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPT). , :

Muhammad Mahfud MD dilahirkan di Omben, Sampang (Madura), Jawa
Timur. Pendidikan dimulai dari surau dan Madrasah Diniyyah. Ketika usia
7 tahun masuk Sekolah Dasar Negeri (pagi) sambil merangkap belajar di
Madrasah Ibtidaiyyah (sore). Setamat SD melanjutkan ke Pendidikan Guru

.- Agama (PGA) Negeri Pamekasan. Setelah. lulus dari PGA 4 tahun ia

6)

melanjutkan ke Pedidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) sebuah sekolah
kejuruan unggulan milik departemen agama di yogyakarta. Kemudian
melanjutkan di Fakultas HUkum Universitas Islam Indonesia (ULl
sekaligus kuliah di Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Gadjah Mada
(UGM) jurusan Sastra Arab.Beliau aktif diberbagai organisasi seperti
Ketua Umum Badan Kerjasama Perguruan Tlinggi Islam Swasta
(BKSPTIS) se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (1996-
1998), Wakil Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat BKS-PTIS Ketua
Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Hukum Tata Negara se-Indonesia ( 1999).
Karya-karyanya tersebar di berbagai jurnal dan media massa seperti;
Prisma, Seni, Al-Jamiah, Kompas, Republika, Jawa Pos, Pikiran Rakyat,
Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, serta lebih dari 125 makalah untuk
berbagai penjamuan ilmiah Buku-buku yang pemah di tulis adalah:
Demokrasi dan Konstitusi (Rineka Cipta,2001), Dasar dan Struktur
Ketatanegaraan Indonesia (Renika Cipta, 2000), Pergulatan politik dan
hukum (Gama Media, 1999), Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Politik
Hukum di Indonesia, Hukum Kepegawaian Negara. Dan beberapa buku
lainnya. :

AMalik Haramain, lahir di Probolinggo tahun 1972. Alumnus Universitas
Merdeka (UNMER) Malang tahun 1997. Sekarang sedang menyelesaikan
S-2 di pascasarjana Jurusan Hmu Politik Universitas Indonesai (Ul).
Menjadi koordianator kajian Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan
(Puspek) Averroes. Buku yang pemah dituliss Mengawal Transisi,
Refleksi atas Pemantauan Pemilihan Umum 1999, Jakarta : UNDP-
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JAMPPI, 1999; PMII Di Simpang Jalan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1999; koordinator pada buku Pemikiran-Pemikiran Revolusioner,
yogyakarta: Puspek Averroes-Pustaka Pelajar, 2001. Akuf di bebrapa
media antara lain KOMPAS, Suara Pembaharuan, Jawa Pos Berita Buana
dan Sinar Harapan.

M.Dahrun Syarief Magalela, dilahirkan pada 5 Juni 1976 di Desa Tawa,
Kec. Gane Barat, Maluku Utara Pendidikan yang ditemnpnh: Madrasah
Tbtidaivah Al-Khairaat (1988} dan SD Negen Tawa, MTs Al-Khairaat
(1993) dan Madrasah Aliyah Al-Khairaat (1996) di Temate. Beliau
pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Bum: Hijrah Ome
Tidore Alumnus Fakultas Sastza Universitas'45 Ujung Pandang. Sekretaris
Umum Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa (FKPM-Waigitang) Ujung
Pandang. Direktur Administrasi dan Keuanpgan Institt  Studi
Pembangunan Masyarakat (ISPM) dan Staf di Pusat Studi Penelitian
Pengembangan Agama dan Masyarakat (P3am) Ujung Pandang.

Hermawan Sulistyo, adalah Peneliti Puslitbang Politik Kewilayahan
fembaga limu Pengetahuan Indonesia (LIP1), anggota tim penulis buku
Bila ABRI Berbisnis (1998), Menata Negara Usulan LIPI Tentang
Rancangan RUU Politik (1998) dan produktif menulis di berbagai media
massa. ’

Muhammad Wahyuni Nafis, Lahir di Tangerang Jawa Barat 18 Februan
1967, Alumnus Pesantren Dar Ei-Qalam, Gintung, Tangerang
Menyelesaiak SI pada fakultas Ushuludin Jurusan Agidah Filsafat, UIN
Syarif Hidayataliah Jakarta (1993). Buku yang pemah disunting: islam
Agama Kemanusiaan, kumpulan tulisan Dr. Nurcholish Majdid (1995),
kontektualisasi Ajaran Islam, 70 Tahumn ProfDr. Munawir Sjadzali, MA
(19953. Dan buku yang pernah dinulisnya Agama Masa Depan: Perspektif
Filsafat Perennial (1995). Menulis artikel di berbagai media massa. Kini
Staf Yayasan Wakaf Paramadina, Jakaria.
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Alamat Asal - Rt.07 Rk.04 JL. Sagusari
Desa Harapan Jaya SP I
Kec. Bunguran Timur
Kab. Natuna "
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Alamat Yogyakarta : PP.Wahid Hasyim Gaten Condongeatur Depok
Sleman Yogyakarta Kode Pos 55283
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Ayzh - Mohammad Anwar
fbu : Sutiyah
Alamat - Rt.07 Rk .04 Ji. Sagusan
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Pendidikan Formal : SDN Raharjapura 1 1987-1993
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MAN I Ranat 1 1996-19%9

Pendidikan Non Formal

: PP. Wahid Hasyim Yogyakarta



